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Abstrak 
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Wakaf Produktif di 
pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng Sedenreng Rappang perspektif Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf? Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi menjadi 
dua sub masalah yang membahas tentang 1) Bagaimana Bentuk Pengelolaan Wakaf Produktif 
Di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng Sidenreng Rappang? 2) Bagaimana 
Tinjauan Perundang Undangan Tentang Wakaf di Indonesia Terhadap Pengelolaan Wakaf 
Produktif Di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa? 3) Bagaimana faktor-faktor pendukung 
dan penghambat pengelolaan wakaf produktif pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqa? Hasil 
Penelitian menunjukkan bahwa, 1) Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren AL-
Urwatul Wutsqaa sudah berjalan dengan baik dan bentuk wakaf produktifnya yaitu pertama 
pemnberdayaan pertanian, kedua peternakan, ketiga koperasi keempat depot air galon dan 
terakhir dapur umum. 2) Bentuk pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-
Urwatul Wutsqaa perspektif UU No. 41 Tahun 2004 sudah berjalan dengan semestinya, 
pimpinan Pondok sangat selektif dalam pemilihan DPY-PPUW sesuai dengan Undang –
Undang yang berlaku seperti melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola 
dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsinya, 3) Faktor pendukung 
yaitu pengelolaan wakaf profesional, bantuan dari para alumni ketersediaan wakaf yang siap 
di kelolah, sedangkan faktor penghambat yaitu pemahaman masyarakat tentang wakaf dan 
kurangnya dana untuk mengelolah tanah wakaf. 
Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf Produktif, UU N. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  
Abstract 
The main problem in this research is How to Manage Productive Waqf in Al-Urwatul 
Wutsqaa Islamic Boarding School Benteng Sedenreng Rappang from the perspective of Law 
Number 41 of 2004 concerning Waqf? The main problem is then divided into two sub-
problems which discuss 1) What is the Form of Productive Waqf Management at Al-Urwatul 
Wutsqaa Islamic Boarding School, Fort Sidenreng Rappang? 2) How is the Review of the 
Invitation Law on Waqf in Indonesia on the Management of Productive Waqf in Al-Urwatul 
Wutsqaa Islamic Boarding School? 3) What are the factors supporting and inhibiting the 
management of productive waqf in Al-Urwatul Wutsqaa Islamic Boarding School?. The 
results showed that, 1) Management of productive waqf at the AL-Urwatul Wutsqaa Islamic 
Boarding School has been running well and the forms of productive waqf are firstly 
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agricultural empowerment, secondly livestock, thirdly cooperatives, fourth gallon water depot 
and lastly a public kitchen. 2) The form of productive waqf management at the Al-Urwatul 
Wutsqaa Islamic Boarding School from the perspective of Law no. 41 of 2004 has been 
running properly, the Pondok leadership is very selective in the selection of DPY-PPUW in 
accordance with applicable laws such as administering waqf assets, managing and 
developing waqf assets in accordance with the purpose of their function, 3) Supporting 
factors are professional waqf management , assistance from alumni is the availability of waqf 
that is ready to be managed, while the inhibiting factors are public understanding of waqf and 
lack of funds to manage waqf land.  
Keywords: Management, Productive Waqf, Law No. 41 of 2004 concerning Waqf 
 
 
A. Pendahuluan  
Terbentuknya masyarakat diawali dari adanya perkumpulan manusia yang saling 
berinteraksi satu sama lain. Interaksi mana dilakukan dengan maksud untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-
sama. Sepanjang interaksi tersebut, masyarakat berpegang pada hukum sebagai 
pedoman-pedoman yang berfungsi sebagai tata tertib, aturan, petunjuk dan kaidah-
kaidah sehingga anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya dapat berjalan 
dengan baik dan tertib. Aturan-aturan hukum tersebut menjadi gejala pada setiap 
masyarakat di manapun mereka berada.1 
Mereka lebih banyak mengamalkan karunia-karunia keagamaan seperti masjid, 
musholla, makam, dan sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan pemberdayaan seperti 
wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak 
dipandang penting. Selain itu, wakaf biasanya hanya menyumbangkan tanah atau 
gedung sekolah untuk pengawasan, tetapi menutup mata terhadap biaya operasional dan 
pembangunan ekonominya. Sementara itu, di sisi lain, orang yang diserahi pengelolaan 
wakaf (Najir) tidak memiliki kemampuan yang baik dalam memanfaatkan wakaf secara 
optimal untuk kepentingan masyarakat dan kehidupan beragama. Akibatnya, banyak 
 
1 Nila Sastrawaty, “Hukum Sebagai Integrasi Pertimangan Nilai Keperawanan Dalam Kasus 
Pemerkosaan”, Jurnal al-Daulah, vol. 1 no. 1 (2012): h. 86. 
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yayasan pendidikan Islam berbasis wakaf gulung tikar atau terbengkalai.2 
Dasar hukum wakaf sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.41 tahun 
2004 tentang wakaf dan sebagian terkadang mengambil dari aturan hukum nasional 
lainnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Instruksi Presiden.3 Beberapa peraturan 
yang menaungi wakaf terdapat dalam pasal 70 Undang-undang No. 41 tahun 2004, 
bahwa: “Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan 
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan 
peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.’ Secara Faktual, dengan 
memperhatikan Kedudukan hukum Islam Saat ini, maka hukum Islam berpeluang sangat 
terbuka untuk menghasilkan sekaligus memperkaya hukum di Indonesia, dan bagi umat 
Islam mungkin melakukan usaha-usaha progresif dan inovatif untuk pembaharuan 
hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia.4 
Wakaf produktif adalah harta benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam 
kegiatan produksi dan hasilnya di serahkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf 
tanah untuk digunakan bercocok tanam, gedung digunakan jual beli, mata air untuk 
diambil airnya dan lain-lain. Wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta 
benda wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dalam bidang pertanian 
maupun perdagangan, yang manfaatnya tidak berkaitan langsung dengan objek 
wakafnya, melainkan karena keuntungan bersih yang diterima darinya. pengembangan 
wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf5.  
 
2 Qodariah Ahmad dkk, Fikih Zakat Sedekah dan Wakaf (Jakarta:Kencana, 2020), h. 4. 
3 Sumuran Harapan, Wakaf Uang dan Prospek Ekonominya di Indonesia, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 
2012), h. 3. 
4 Abdi Wijaya, “Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia”,Jurnal Al-
Daulah vol. 7 No. 2 (2018): h. 246 
5 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 72. 
Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 
Benteng Sidenreng Rappang Perespektif Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf 
 
Umar, Abd. Halim Talli, Musyfikah Ilyas 
1172 | QaḍāuNā Volume 2 Edisi Khusus Oktober 2021 
 
Pada tahun 2019, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengungkapkan bahwa potensi aset 
wakaf di Indonesia pada setiap tahunnya mencapai angka 2000 triliun dengan luas tanah 
wakaf mencapai 420.000 hektar. Sedangkan menurut data dalam Sistem Informasi 
Wakaf Kementerian Agama pada tahun 2019, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 
50.114 hektar yang tersebar di 371.080 lokasi. Dari data tersebut, terdapat 61,85%  yang 
telah bersertifikat dan 73% aset wakaf diperuntukkan sebagai tempat ibadah (Sistem 
Informasi Wakaf Kementerian Agama, 2016) dan belum bersifat produktif.6 
Penelitian awal ditemukan bahwa, Pengenalan pengelolaan wakaf produktif di pondok 
pesantren Al-Urwatul Wutskaa dilakukan secara profesional dan efisien. Profesionalisme 
dicapai melalui sumbangan dari masyarakat, aspek tata kelola, kemasyhuran dan 
kemitraan. Sedangkan produktif yaitu menghasilkan sumber daya atau aset di pondok 
pesantren Al-Urwatul Wutskaa dan saat ini memproduksi beberapa unit usaha yaitu: 
lahan untuk pertanian, peternakan, koperasi. Di mana semuanya dapat dikelola, 
produktif, dan berkembang pesat.Bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 tentang wakaf maka, pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Urwatul 
Wutsqaa sudah memenuhi segala ketentuan dalam Undang-Undang, Harta yang 
diwakafkan haruslah harta yang dapat dipergunakan sesuai syariat dan dikembangkan 
dalam bentuk usaha produktif dengan menggunakan alat-alat yang sesuai dengan syariat, 
kemudian hasil wakaf produktif tersebut disalurkan untuk keperluan ibadah, pendidikan 
dan kemanusiaan, sumber daya, dan perkembangan. Faktor-faktor yang mendukung 
pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa yaitu, pertama 
 
6 Komite Nasional Keuangan Syariah, Potensi Pengembangan Aset Wakaf dan Analisis Proses SIWAK 
Kemenag di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor, 2019, h.8. 
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pengelolah wakaf yang profesional  , kedua bantuan dari para Alumni, dan ketersediaan 
wakaf yang siap dikelolah. Adapun faktor penghambat yaitu, pemahaman masyarakat 
dalam pengelolaan wakaf dan pengembangan harta wakaf saat ini masih kurang  dan 
kurangnnya dana untuk mengelolah tanah wakaf. 
B. Metode Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti sebagai sumber 
langsung dan instrument penelitian sendiri, yaitu penelitian merupakan perencanaan, 
pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi 
laporan hasil penelitian, Penelitian adalah pengamatan yang bertumpu pada sumbar data 
berdasarkan situasi yang terjadi atau sosial situacion. Sumber data penelitian yang 
penerapannya dilakukan pada jenis penelitian kualitatif. Tetapi dalam penelitian ini, 
sebatas pada sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai sumber data penelitian 
ini. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel, karena populasi dan sampel 
digunakan dalam penelitian yang bersifat kuantitatif sedangkan penelitian ini bersifat 
kualitatif dan tidak bermaksud menggeneralisasi hasil akhir penelitian dan kesimpulan 
deduktif Jadi yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah 
Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Perspektif UU No 41 Tahun 2004 di Pondok 
Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa serta dokumen-dokumen/arsip. 
C. Hasil dan Pembahasan  
1. Pengelolaan Wakaf Produktif Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 
Benteng Sidenreng Rappang 
Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, 
baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya 
bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil 
pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai 
dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat 
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menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai 
dengan tujuan wakaf7. Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang 
sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang 
dihasilkan.8 
Secara terminologi wakaf produktif adalah transformasi dari pengelolaan wakaf 
yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Sedangkan 
Muhammad Syafi’i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah 
pemberdayaan wakaf yang di tandai dengan ciri utama, yaitu: pola manajemen 
wakaf harus terinregrasi, asas kesejahteraan nadzir, dan asas transformasi dan 
tanggung jawab.9 
Orang biasanya menyumbangkan tanah mereka untuk membangun masjid karena 
masjid digunakan untuk beribadah. Meskipun wakaf juga penting bagi masjid, 
namun jika jumlahnya banyak, apalagi jika letaknya berdekatan akan mengurangi 
pentingnya peran masjid itu sendiri. Sehingga akan lebih menguntungkan jika 
alokasi tanah untuk wakaf digunakan untuk memperluas kemungkinan 
perekonomian nasional. Jika melihat sejarah wakaf di masa lalu, keduanya 
digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. dan kawan-kawan, selain masjid, tempat 
belajar, ada cukup banyak wakaf berupa kebun produktif, hasilnya juga 
diperhitungkan bagi yang membutuhkan. 
Dalam literature fikih pengelolah wakaf disebut nazhir yang berarti penjaga, 
manajer, administrator, kepala atau direktur. Nazir merupakan pihak yang 
menerima harta benda wakaf dari wakif lalu dikelolah dan dikembangkan 
sebagaimana perentukannya, Nazhir meliputi Nazhir perorangan, Nazhir organisasi, 
Nazir badan hukum.10  
 
7 Suhairi, Wakaf Produktif, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014). 39 
8 Dul Manan, Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab, Jurnal IAIM NU Metro Lampung, Vol 
1 No. 2, (Desember 2016), hlm. 367. 
9 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm, 35 
10 Musyfikah Ilyas, “Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi”, Jurnal Al- Qadau, 
vol. 4 no. 1 (2017): h. 73 
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Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Penerapan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa pengawas mencakup tiga 
jenis: pengawas perorangan, pengawas organisasi, dan pengawas badan hukum. 
Adanya pengawasan dimaksudkan untuk mengelola (menjaga dan menata) harta 
benda wakaf sesuai dengan peruntukannya yang ditentukan oleh wakaf. Dalam hal 
wakaf, pondok pesantren Al-Urwatul Wutskaa menanam wakaf untuk membuat 
pesantrain. Dengan demikian, tanah tersebut digunakan untuk keperluan 
administrasi yang berkaitan dengan pengembangan pondok pesantren dan fasilitas 
penunjang lainnya yang bersifat produktif. 
Dalam hal proses perwakafan di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa, ketentuan 
wakaf sudah memenuhi rukun dan syaratnya, antara lain adalah: 
1. Waqif adalah pihak yang berwakaf, yaitu Muhammad Taha Laili. Menurut 
ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf perseorangan 
harus memenuhi syarat kedewasaan, kewarasan, bebas dari perbuatan hukum dan 
pemilik yang sah atas harta benda wakaf. 
2. Mauquf ‘alaih dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf, ada juga yang memaknai 
sebagai nadzir. Di dalam ikrar wakaf, bahwa wakaf dimaksudkan untuk pendirian, 
pengeloaan, serta pengembangan pendidikan pesantren dan sarana penunjang 
lainnya. 
3. Mauquf (harta wakaf). Harta yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir yaitu 
berupa tanah seluas 8 hektar. 
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Perwakafan, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf Nakir berkewajiban 
untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan maksud, fungsi 
dan tujuannya sesuai dengan prinsip syariah. dan pengembangan aset wakaf. 
dilakukan secara produktif dan memerlukan jaminan syariah sesuai dengan 
peraturan pemerintah. Karena undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan 
harta wakaf dan perkembangannya meliputi: Pasal 43. 
1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Naẓir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.  
Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 
Benteng Sidenreng Rappang Perespektif Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf 
 
Umar, Abd. Halim Talli, Musyfikah Ilyas 
1176 | QaḍāuNā Volume 2 Edisi Khusus Oktober 2021 
 
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan secara produktif.  
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada 
ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.11 
DPY-PPUW saat ini berusaha umtuk mengoptimalkan lahan yang masih dapat 
didirikan sebuah wadah pendidikan untuk santri seperti kelas Workshop bahasa 
untuk meningkatkan kualitas bahasa asing Santri. Unsur utama dalam proses 
pengelolaan wakaf yaitu perencanaan, proses pengorganisasian, proses 
kepemimpinan dan proses pengawasan. Adapun penguraian fungsi masing-masing 
pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa: 
1. Perencanaan 
Perencanaan adalah keputusan utama tentang apa yang harus dilakukan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka direncanakan untuk membentuk wakaf di Pondok 
Pesantren Al-Urvatul Vutskaa, ketika para pendiri mengalihkan wakaf ke pondok 
pesantren. Artinya dengan adanya jaminan ini, diharapkan kelangsungan dan 
perkembangan cottage kedepannya akan lebih terjamin. Karena para pendiri 
memutuskan bahwa wakaf di pondok pesantren ini harus produktif dan produktif, 
bukan sebaliknya yaitu konsumtif. 
2. Pengorganisasian 
Dalam pengelolaan wakaf, organisasi berguna untuk merumuskan dan menetapkan 
tujuan serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Berdasarkan hal tersebut dapat 
diketahui bahwa proses organisasi di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutskaa adalah 
tentang menciptakan struktur dan memberdayakan mereka sesuai dengan 
kompetensinya masing-masing. Pengelolaan dan pengembangan nazhir menjadi 
bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi pengelola wakaf. 
Seberapa baik SDM dikelola akan menetukan kesuksesan organisasi ini di masa 
mendatang. Sebaliknya, jika SDM tidak dielola dengan baik, efektivitas 
pengelolaan wakaf tidak akan tercapai. Nazhir merupkan salah satu unsur yang 
paling vital bagi organisasi pengella wakaf. Hal ini terjadi Karen nazhir sangat 
 
11 Republik Indonesia, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
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memengaruhi efesiensi dan efektifitas organisasi.12 
3. Kepemimpinan 
Kepemimpinan adalah sebuah fenomena kompleks yang melibatkan pemimpin, 
pengikut, dan situasi mempengaruhi kelompok yang terorganisirke arah mencapai 
tujuan meliputi tindakan dan pengaruh berdasarkan akal dan logika maupun yang 
didasarkan pada inspirasi dan gairah. Kepemimpinan adalah suatu ilmu dan seni 
bidang penyelidikan ilmiah menekankan subjek kepemimpinan. Aspek-aspek 
tertentu praktek kepemimpinan melibatkan sisi rasional dan emosional dari 
pengalaman manusia. 
4. Pengawasan 
Pengwasan untuk memastikan aktivitas yang dijalankan sesuai dengan yang 
direncanakan. Berdasarkan hal tersebut maka, pengawas yang ada di pondok 
pesantren  Al-Urwatul Wutsqaa  di lakukan oleh ketua yayasan dan pimpinan 
pondok. Pengawasan tersebut sangat membantu dalam pengelolaan wakaf 
produktif di pondok pesantren karena pengelola tidak lagi kesulitan dalam 
mengelola wakaf produktif karna setiap unit usaha yang ada di pesantren ada 
satu atau dua orang yang fokus mengelola usaha tersebut dan apa bila tidak ada 
pengelolanya maka yayasan yang mengambil alih. 
Secara terminologi menurut Ibnu Abidin, sebagaimana dikuti oleh Harun 
Nasroen, musaqah adalah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap 
dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil 
kebun itu.13 
Pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa memiliki tanah yang disediakan untuk 
dikelola oleh masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren, bukan hanya 
masyarakat sekitar saja melainkan juga dikelola oleh guru pondok pesantren Al-
Urwatul Wutsqaa yang mana hasil dari tanah yang dikelola tersebut akan dibagi 
hasil dengan pihak pondok pesantren. 
 
12 Musyfikah Ilyas, “Profesional Nazhar Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi”, Jurnal Al-Qadau, Vol 
4 No. 1 (20117): h, 76. 
13 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 228 
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2. Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 
Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 
Pengenalan wakaf di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, dan sama tuanya 
dengan kemunculan dan perkembangan Islam di tanah air kita. Tanah-tanah yang 
dahulu dibangun masjid atau musholla biasanya adalah milik kaum muslimin pada 
masa itu, meskipun dalam prakteknya belum memiliki aturan administrasi seperti 
sekarang.14 
Pada 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan SK baru, yaitu UU No. 0.41 
Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang ini terdiri dari 11 (sebelas bab dan 71 
(tujuh puluh satu) pasal), dengan rincian tentang Bab I Pinjaman Umum, Bab II 
Pokok-pokok Wakaf, Bab III Tentang Pendaftaran dan Deklarasi Harta Wakaf, Bab 
IV Perubahan Status Wakaf objek wakaf, Bab III V Pengelolaan Harta dan 
Pengembangan Wakaf, Bab VI Badan Wakaf Indonesia, Bab VII Penyelesaian 
Sengketa, Bab VIII Pemerintahan dan Pengawasan, Bab IX Ketentuan Pidana dan 
Sanksi Administratif, Bab X Ketentuan Peralihan, Bab XI Ketentuan Akhir.15 
Setiap pimpinan DPY-PPUW harus memenuhi enam syarat sebagaimana dijelaskan 
dalam pasal 10 UU 10 Tahun 2004, yaitu: Warga Negara Indonesia, Muslim, 
dewasa, amanah, cakap lahir dan batin, serta bebas dari hambatan perbuatan 
hukum. Begitu pula jika dikaitkan dengan syarat-syarat pengawasan, sebagaimana 
dikemukakan oleh para ulama madzhab seperti Islam, Bali dan yang mampu. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pihak pengurus pondok pesantren 
sangat selektif dalam pemilihan pengurus DPY-PPUW karena wakaf merupakan 
salah satu lembaga sosial keislaman yang cukup terkenal. Susunan pimpinan DPY-
PPUW merupakan bagian terpenting. Hal ini dibuktikan dengan kaderisasi jabatan 
pimpinan, terdiri dari orang-orang yang menduduki jabatan penting dalam struktur 
 
14 Helmi Karim, “ Fiqh Muamalah”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 116. 
15 Hafsah, Wakaf Produktif dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang 
RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jurnal: Fakultas Tarbiyah IAIN SU, Vol. XXXIII No. 1 Januari-Juni 
2009. 
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korps wakaf dan pimpinan pondok.  
UU No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan memberikan dorongan bagi 
pemberdayaan wakaf produktif karena memberikan pemahaman dan model yang 
komprehensif dalam mengelola potensi pemberdayaan wakaf modern. Dalam 
undang-undang tentang wakaf ini, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf 
mencakup dimensi yang sangat luas. 
UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Nagir berkewajiban untuk mengelola 
harta wakaf dan mengembangkannya sesuai dengan maksud, fungsi dan 
tujuannya”. Berangkat dari hal tersebut, untuk mencapai tujuan fungsi wakaf, harta 
wakaf yang dimiliki DPY-PPUW hanya dapat diperuntukan untuk tempat dan acara 
keagamaan, lembaga dan acara pendidikan dan kesehatan, membantu fakir miskin, 
anak terlantar, yatim piatu. , beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi santri, 
atau pencapaian kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan 
syariah dan hukum. 
Kontribusi wakaf kepada Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutskaa antara lain 
diarahkan pada pengembangan fasilitas Tahfidz dan Takhasus berupa rumah dan 
masjid di PPUW. Hal ini agar hafalan dan ibadah yang terus menerus dilakukan 
oleh para santri dapat terlaksana dengan khusyuk. Dalam pendidikan dan pelatihan, 
wakaf PPUW digunakan untuk menutupi biaya pendidikan. Biaya pendidikan 
disajikan sebagai biaya kuliah bagi dosen PPUW. Selain itu, wakaf dirancang untuk 
menutupi biaya hidup guru yang masih honorer.16 
Penerimaan wakaf di PPUW juga digunakan untuk unit usaha. Wakaf dijalankan 
sebagai bisnis manufaktur. Dalam hal ini juga terlihat bahwa Pondok Pesantren Al-
Urwatul Wutskaa sudah memiliki berbagai macam unit usaha yang secara produktif 
dijalankan oleh santri, guru dan masyarakat sekitar pondok. Dan hal ini sesuai 
dengan ayat 2 Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa pengelolaan 
dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara efisien. 
 
16 Faisal (43 tahun), Kepala Program Kepesantrenan, Wawancara, Sidrap, 04 Mei 2021. 
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Namun dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di PPUW tidak 
menjadikan LPS (Lembaga Penjaminan Syariah) sebagai penjamin, yang tentunya 
bertentangan dengan apa yang dinyatakan pada ayat (3) Pasal 43 No. - untuk rasa 
kepercayaan yang kuat pada pemangku kepentingan, pengelola harta wakaf. 
3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Wakaf Produktf 
Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa 
Dalam proses pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren Al-Urwatul 
Wutsqaa memiliki beberapa factor pendukung dan penghambat dalam proses 
pengelolaan wakaf. Adapun beberapa factor pendukung dan penghambat 
pengelolaan wakaf di pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa yaitu: 
a. Pendukung 
“Hal yang mendukung proses pengelolaan wakaf agar produktif di Pondok Pesantren 
Al-Urwatul Wutsqaa yaitu, pertama pengelolah wakaf yang profesional dalam hal ini 
pengelola wakaf di Pondok Pesantren yaitu yayasan sudah profesional dalam 
mengelolah hal ini di buktikan bahwa setiap unit usaha yang ada pasti ada satu atau dua 
orang di tugaskan untuk mengelolahnya, kedua bantuan dari para Alumni sangat 
membantu perkembangan Pondok, saat ini sumbangan Alumni tiap tahunnya meningkat 
dan saat ini Alumni sudah memikirkan wakaf produktif Pondok, hal ini di buktikan 
bahwa ada Alumni tahun 2000 menyumbangkan depot air galon untuk dikelolah oleh 
pihak Pondok, dan ketersediaan wakaf yang siap dikelolah, Pondok Pesantren Al-
Urwatul Wutsqaa memiliki tanah kurang lebih 8 hektar yang siap dikelolah.”17 
b. Penghambat  
Hal yang menghambat proses pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-
Urwatul Wutsqaa yaitu: 
1. Pemahaman masyarakat tentang wakaf 
Pemahaman masyarakat dalam pengelolaan wakaf dan pengembangan harta 
wakaf saat ini, masih banyak masyarakat yang memahami bahwa benda yang 
dapat diwakafkan hanyalah benda tidak bergerak. Jadi peruntukannya sangat 
terbatas, misalnya untuk kuburan, masjid, mushola, panti asuhan, madrasah, 
sekolah, dll. 
Orang biasanya menyumbangkan tanah mereka untuk membangun masjid 
karena masjid digunakan untuk beribadah. Meskipun wakaf juga penting bagi 
masjid, namun jika jumlahnya banyak, apalagi jika letaknya berdekatan akan 
 
17 Wahidin Ar-Raffany (45 Tahun) Sekertaris Yasasan, Wawancara, Sidrap 04 Mei 2021. 
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mengurangi pentingnya peran masjid itu sendiri. Sehingga akan lebih 
menguntungkan jika alokasi tanah untuk wakaf digunakan untuk memperluas 
kemungkinan perekonomian nasional. Jika melihat sejarah wakaf di masa 
lalu, keduanya digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti sahabat, 
selain masjid, tempat belajar, cukup banyak wakaf berupa kebun produktif, 
hasilnya juga diperuntukkan bagi yang membutuhkan. Hal ini membuktikan 
bahwa saat ini banyak yang mewakafkan pesantren hanya untuk 
pembangunan masjid, ruang kelas dan asrama masih kekurangan wakaf 
produktif. 
2. Kurangnnya dana untuk mengelolah tanah wakaf 
“hal yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan tanah wakaf yang ada di 
pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa yaitu karena kurannya modal untuk 
mengelolah tanah tersebut. Hal yang menunjang kenaikan modal ekonomi 
pondok yaitu jumlah santri. Namun,  di pondok pesantren Al-Urwatul 
Wutsqaa terjadi pembatasan santri karena kurangnnya daya tampung asrama. 
Hal ini menyebabkan proses tes masuk dilakukan.jika santri di pondok 
pesantren Al-Urwatul Wutsqaa banyak maka dapat menunjang modal 
ekonomi pondok sehingga pemanfaatan pembangunan ditanah wakaf tersebut 
dapat dilakukan.” 
Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hal yang mendorong 
meningkatnya wakaf produktif yaitu modal ekonomi untuk mengelolah lahan 
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D. Penutup 
Wakaf produktif di pondok pesantren Al-Urwatul Wutskaa dikelola secara profesional 
dan efisien. Profesionalisme dicapai melalui sumbangan dari masyarakat, aspek tata 
kelola, kemasyhuran dan kemitraan. Sedangkan produktif yaitu melalui produksi 
sumber daya atau aset di pondok pesantren Al-Urwatul Wutskaa dan saat ini 
memproduksi beberapa unit usaha yaitu: lahan untuk pertanian, peternakan, koperasi, 
dapur umum dan penyimpanan galon air ... Di mana semuanya dapat dikelola, 
produktif, dan berkembang pesat. 
Melihat UU 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, maka pengelolaan wakaf produksi di 
Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutskaa telah memenuhi semua ketentuan undang-
undang, harta wakaf harus berupa harta yang dapat digunakan sesuai syariah dan 
dikembangkan. dalam bentuk usaha produktif. menggunakan alat yang sesuai dengan 
syariah, kemudian hasil wakaf produktif disebarluaskan ke tempat-tempat ibadah, 
pendidikan dan pengembangan manusia. Faktor-faktor yang mendukung pengelolaan 
wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa yaitu, pertama pengelolah 
wakaf yang profesional, kedua bantuan dari para Alumni, dan ketersediaan wakaf yang 
siap dikelolah. Adapun faktor penghambat yaitu, pemahaman masyarakat dalam 
pengelolaan wakaf dan pengembangan harta wakaf saat ini masih kurang  dan 
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